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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS SOSIAL merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini
merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS SOSIAL Tahun 2018-2023.
Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS SOSIAL Tahun 2018-
2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang
berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban
kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan DINAS SOSIAL. Kinerja DINAS SOSIAL diukur atas
dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.
Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,
masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan

sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja
DINAS SOSIAL Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh
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jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS SOSIAL pada tahun-tahun
selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan

dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Bangkalan, 27 Februari 2023

~ Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS
SOSIAL selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan
peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan

daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi
daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.
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Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS SOSIAL diwajibkan untuk
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2022
yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja
tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan

pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D) dan Peraturan Bupati Bangkalan
Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
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Gambar 1.1.

Struktur Organisasi

m—

Subbagian Umum dan ' Sub Koordinator dan ;
[ Salonipzok lebatan kungsional ] [ Kepegawaian } { Kelompok Jabatan Fungsional ]

Sub Koordinator dan Sub Koordinator dan ~ Sub Koordinator dan Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional

e )

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawabhi :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Sub Koordinator
dan Kelompok Jabatan Fungsional

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Sub Koordinator
dan Kelompok Jabatan Fungsional

6. Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

7. UPT dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional
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Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Kepala Dinas Sosial

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sosial;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;

f. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan
pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang

pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5
(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS SOSIAL periode 2018-
2023 sebagai berikut :
1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
3. Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
4. Keterbatasan kualitas dan aksesbilitas pelayanan dasar penyelenggaraan

kesejahteraan sosial
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5. Kompleksitas permasalahan PMKS/PPKS yang membutuhkan koordinasi dan
sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai
dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13
Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra DINAS
SOSIAL periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil
Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada

tahun 2022 sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

3. Keterbatasan kualitas dan aksesbilitas pelayanan dasar penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

D. Landasan Hukum
Laporan Kinerja DINAS SOSIAL ini disusun berdasarkan beberapa landasan

hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP};

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1

Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D)

. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022;

. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2022;

. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan.

. Peraturan Bupati Bangkalan No. 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten

Bangkalan.

. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS

SOSIAL Tahun 2022 adalah :

BABI PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS SOSIAL adalah merupakan dokumen yang disusun
melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada
Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber
daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS
SOSIAL. Rencana Strategis DINAS SOSIAL yang ditetapkan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan
penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS SOSIAL dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah

akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS SOSIAL tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi
daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DINAS SOSIAL telah melalui tahapan - tahapan yang
simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan
stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS SOSIAL
merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS SOSIAL dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS SOSIAL tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana

Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD
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untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS SOSIAL dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang

oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang

Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal

2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut

di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

9. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas

10. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi

11. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan
potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing
daerah.

12. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat

13. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan
wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran DINAS SOSIAL mengacu pada Misi ke-3, yaitu :

Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata
kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal

untuk meningkatkan daya saing daerah
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3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam
kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun

2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS

SOSIAL sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

DINAS SOSIAL

TARGET KINERJA PADA
NO TUJUAN SASARAN INIggé‘ggR TAHUN
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Menurun 1.1 Meningkatnya | Persentase 1 6,69 | 781 8,93 10,04

nya pelayanan PMKS/PPKS yang
PMKS/P sosial terhadap | mendapatkan
PKS PMKS/PPKS pelayanan sosial
dalam dan meningkat
rangka kemampuan fungsi
berkontri sosialnya
busi 1.2 Meningkatnya | Persentase Potensi 0 0 0 14 19
pada partisipasi Sumber
penurun Potensi Sumber | Kesejahteraan
an Kesejahteraan | Sosial (PSKS) yang
angka Sosial (PSKS) dibina dan aktif
kemiskin dalam dalam
an penyelenggara | penyelenggaraan

an kesejahteraan

kesejahteraan sosial

sosial
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2 | Meningkatnya | 2.1 Terpenuhinya | Indeks Kepuasan 100 | 100 | 100 | 100 100
Kinerja pelayanan Layanan Internal
Urusan Sosial kesekretariatan | Kesekretariatan

Sumber : Renstra DINAS SOSIAL periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama DINAS SOSIAL tahun 2022 adalah sebagai berikut:

LKjIP Dinas Sosial Kab. Bangkalan 2022 11



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

DINAS SOSIAL

PENJELASAN
NO sST?&ATI;éTs INI&I&(E‘;‘JER SATUAN DEFINISI FORMULASI/RUMUS SUMBER
OPERASIONAL PERHITUNGAN DATA
1 | Meningkatnya 1.1 Persentase PPKS | prosentase | Mengukur jumlah Jumlah PMKS/PPKS yang Bidang
pelayanan sosial yang PMKS/PPKS yang | terlayani dan meningkat Rehabilitasi
terhadap mendapatkan terlayani dan kemampuan fungsi sosialnya Sosial, Bidang
PMKS/PPKS pelayanan sosial meningkat dibagi Jumlah PMKS/PPKS Perlindungan
dan meningkat kemampuan fungsi | terlayani dikalikan 100 dan Jaminan
kemampuan sosialnya dalam satu Sosial dan
fungsi sosialnya tahun anggaran Bidang
Pemberdayaan
Sosial
2 | Meningkatnya 21 Persentase Potensi | prosentase | Mengukur Jumlah Potensi Sumber Bidang
partisipasi Potensi Sumber persentase PSKS Kesejahteraan Sosial (PSKS) Rehabilitasi
Sumber Kesejahteraan yang dibina dan yang dibina dan aktif dalam Sosial, Bidang
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan | Perlindungan
Sosial (PSKS) dibina dan aktif penyelenggaraan sosial dibagi Jumlah Potensi dan Jaminan
dalam dalam kesejahteraan sosial | Sumber Kesejahteraan Sosial Sosial, Bidang
penyelenggaraan penyelenggaraan (PSKS) terdata x 100 Pemberdayaan
kesejahteraan kesejahteraan sosial dan Bidang
sosial sosial Pengembangan
Sosial
3 | Terpenuhinya 1.1 Indeks Kepuasan | indeks Mengukur indeks Laporan
pelayanan Layanan Internal kepuasan layanan pelaksanaan
kesekretariatan Kesekretariatan internal kegiatan
kesekretariatan kesekretariatan
Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL Tahun 2022
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B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh

perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022

termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana

Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2022
DINAS SOSIAL

INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN KINERJA SATUAN | TARGET
1 2 3 4 5 6
1 | Menurun 1.1 Meningkatnya Persentase PPKS yang | prosentase 10,04
nya pelayanan sosial mendapatkan
PMKS/P terhadap pelayanan sosial dan
PKS PMKS/PPKS meningkat
dalam kemampuan fungsi
rangka sosialnya
berkontri 1.2 Meningkatnya Persentase Potensi prosentase 19
busi partisipasi Potensi | Sumber Kesejahteraan
pada Sumber Sosial (PSKS) yang
penurun Kesejahteraan aktif dalam
an Sosial (PSKS) penyelenggaraan
angka dalam kesejahteraan sosial
kemiskin penyelenggaraan
an kesejahteraan
sosial
2 | Meningkatnya 21 Terpenuhinya Indeks Kepuasan indeks 100
Kinerja Urusan pelayanan Layanan Internal
Sosial kesekretariatan Kesekretariatan

Sumber : Rencana Kerja DINAS SOSIAL tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi

akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber

LKjIP Dinas Sosial Kab. Bangkalan 2022
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dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian DINAS SOSIAL Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah
Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022,
dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2022 ditetapkan
Perjanjian Kinerja Kepala DINAS SOSIAL telah menetapkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 | Meningkatnya pelayanan sosial Persentase PPKS yang 10,04
terhadap PMKS/PPKS mendapatkan pelayanan sosial

dan meningkat kemampuan
fungsi sosialnya

2 | Meningkatnya partisipasi Potensi | Persentase Potensi Sumber 19
Sumber Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS)
(PSKS) dalam penyelenggaraan yang aktif dalam
kesejahteraan sosial penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
3 | Terpenuhinya pelayanan Indeks Kepuasan Layanan 100
kesekretariatan Internal Kesekretariatan

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program
dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS SOSIAL:
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Tabel 2.5

Program dan Kegiatan DINAS SOSIAL Tahun 2022

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4

PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinya 100
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan kesekretariatan
DAERAH Dinas Sosial
KABUPATEN/KOTA

A. | Perencanaan, Penganggaran, persentase perencanaan, 100
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | penganggaran dan evaluasi
Daerah kinerja yang terlaksana
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 3
Perencanaan Perangkat Daerah | perangkat daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA-SKPD 2
Dokumen RKA-SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen perubahan 2
Dokumen Perubahan RKA- RKA-SKPD yang disusun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen laporan 1
Laporan Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | realisasi kinerja SKPD yang

disusun

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi kinerja 8
Daerah perangkat daeran yang disusun

B. | Administrasi Keuangan Persentase administrasi 100
Perangkat Daerah keuangan perangkat daerah

yang terpenuhi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah penyediaan gaji dan 42
ASN tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah bahan Penatausahaan 1
Pengujian/ Verifikasi Keuangan | dan Pengujian/Verifikasi
SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD yang tersusun
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9 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan akhir 1
Laporan Keuangan Akhir Tahun | tahun SKPD yang tersusun
SKPD
10 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 66
Laporan Keuangan Bulanan / Bulanan / Triwulanan /
Triwulanan / Semesteran SKPD | Semesteran SKPD yang tersusun
C. | Administrasi Barang Milik Persentase Administrasi Barang 100
Daerah pada Perangkat Daerah | Milik Daerah pada Perangkat
Daerah yang tersusun
11 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah laporan Rekonsiliasi dan 14
Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang
pada perangkat daerah Milik Daerah pada SKPD
D. | Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi 100
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
yang terlaksana
12 | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan Pakaian 90
Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
13 | Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Koordinasi dan 7
Sistem Pelaksanaan Sistem Informasi
Informasi Kepegawaian Kepegawaian yang tersusun
14 | Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Laporan Monitoring, 12
Penilaian Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Kinerja Pegawai Pegawai yang tersusun
E. | Administrasi Umum Perangkat | Persentase penyediaan 100
Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
15 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Penyediaan Komponen 72
Listrik / Penerangan Bangunan | Instalasi Listrik / Penerangan
Kantor Bangunan Kantor
16 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan 967
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
17 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Penyediaan Peralatan 170
Tangga Rumah Tangga
18 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Penyediaan Bahan 4
Kantor Logistik Kantor
19 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Penyediaan Barang 2
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
20 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Penyediaan Bahan 2
Peraturan Perundang-undangan | Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
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21 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan 25
Tamu
22 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Penyelenggaraan Rapat 218
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
23 | Dukungan Pelaksanaan Sistem | Jumlah laporan dukungan 1
Pemerintahan Berbasis pelaksanaan sistem
Elektronik pemerintahan berbasis
pada SKPD elektronik pada SKPD
F. | Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang 100
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
terlaksana
24 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 66
Prasarana Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang diadakan
G. | Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa 100
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
25 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa 3
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
26 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa 3
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
H. | Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan 100
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
yang terlaksana
27 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya 1
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang disediakan
28 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya 19
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
yang disediakan
29 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara 4
30 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1
Gedung Kantor dan Bangunan | Bangunan Lainnya yang
Lainnya dipelihara dan direhabilitasi
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31 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana 63
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya | Lainnya yang dipelihara /
direhabilitasi
II. PROGRAM Persentase potensi sumber 19
PEMBERDAYAAN SOSIAL kesejahteraan sosial (PSKS)
yang aktif dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
I. | Pengembangan Potensi Sumber | Persentase Potensi Sumber 19
Kesejahteraan Sosial Daerah Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten/Kota yang dibina
32 | Peningkatan Kemampuan Jumlah TKSK yang dibina 18
Potensi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
33 | Peningkatan Kemampuan Laporan hasil monitoring 1
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
34 | Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga Kesejahteraan 11
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu
Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
III. PROGRAM REHABILITASI Persentase penyandang 100
SOSIAL disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar
dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya diluar panti
J. | Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Penyandang Disabilitas 746
Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan
Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis yang
Gelandangan Pengemis di Luar | terpenuhi kebutuhan dasarnya
Panti Sosial di luar panti
35 | Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah Keluarga Anak 246
kepada Keluarga Penyandang Terlantar, Lanjut Usia terlantar
Disabilitas Terlantar, Anak yang dibimbing
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Jumlah Ke]uarga Penyandang 500
serta Gelandangan Pengemis Disabilitas yang dibimbing
dan Masyarakat
36 | Pemberian Layanan Data dan Laporan masyarakat miskin 1
Pengaduan yang difasilitasi dalam SLRT
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K. | Rehabilitasi Sosial Penyandang | Jumlah Penyandang Masalah 40
Masalah Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(PMKS) Lainnya Bukan Korban | Lainnya bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar | HIV/AIDS dan NAPZA yang
Panti Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya
di luar panti
37 | Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah Gelandangan Pengemis 40
kepada Keluarga Penyandang dan Masyarakat yang dibimbing
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA
Iv. PROGRAM PERLINDUNGAN | persentase penerima manfaat 100
DAN JAMINAN SOSIAL program perlindungan dan
jaminan sosial
L. | Pengelolaan Data Fakir Miskin | Persentase keluarga fakir 100
Cakupan Daerah miskin yang didata dan
Kabupaten/Kota difasilitasi
38 | Pendataan Fakir Miskin Jumlah keluarga miskin yang 3296
Cakupan Daerah mendapatkan bantuan sosial
Kabupaten/Kota
39 | Pengelolaan Data Fakir Miskin | Dokumen DTKS 1
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
40 | Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima 20
Kesejahteraan Keluarga Manfaat (KPM) yang
Mendapatkan Bantuan
SosialKesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
V. PROGRAM PENANGANAN Persentase korban bencana 100
BENCANA alam dan sosial yang
difasilitasi kebutuhan dasarnya
M. | Perlindungan Sosial Korban Persentase korban bencana 100
Bencana Alam dan Sosial alam dan sosial yang
Kabupaten/Kota difasilitasi kebutuhan dasarnya
41 | Penyediaan Makanan Persentase korban bencana alam 100
yang difasilitasi kebutuhan
dasarnya
Persentase korban bencana 100
sosial yang difasilitasi
kebutuhan dasarnya
N. | Penyelenggaraan Pemberdayaan | Persentase Forum Komunikasi 100
Masyarakat terhadap Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Kesiapsiagaan Bencana yang difasilitasi
Kabupaten/Kota
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42 | Koordinasi, Sosialisasi dan Koordinasi, sosialisasi dan 30
Pelaksanaan Taruna Siaga pelaksanaan taruna siaga
Bencana bencana

VI. | PROGRAM PENGELOLAAN | Persentase Taman Makam 100

TAMAN MAKAM Pahlawan yang terkelola
PAHLAWAN

O. | Pemeliharaan Taman Makam Persentase Taman Makam 100
Pahlawan Nasional Pahlawan terpelihara
Kabupaten/Kota

43 | Pemeliharaan Taman Makam Jumlah sarana dan prasarana 1
Pahlawan Nasional Taman Makam Pahlawan (TMP)
Kabupaten/Kota yang dipelihara

44 | Pengamanan Taman Makam Jumlah kegiatan peringatan 2
Pahlawan Nasional hari-hari besar nasional
Kabupaten/Kota

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS SOSIAL Tahun 2022

Untuk mendukung rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan

oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, perlu adanya dukungan pendanaan yang

bersumber dari APBD. Anggaran kegiatan tahun 2021 yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 14.149.056.684 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Modal
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Rp. 4.048.642.790
Rp. 4.155.818.001
Rp. 190.000.000
Rp. 5.499.946.000
Rp. 254.649.893
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS SOSIAL  selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS SOSIAL yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS
SOSIAL .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
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tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai

berikut:
Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja
No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian
1 |Sangat Tinggi 91 <100
2 | Tinggi 76 <90
3 |Sedang 66 <75
4 | Rendah 51<65
5| Sangat Rendah <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS SOSIAL dapat memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun
Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS

SOSIAL Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL.
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu
dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja
utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, DINAS SOSIAL juga melakukan reviu terhadap
Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian
kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi
keberhasilan suatu organisasi.

utama DINAS SOSIAL tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Hasil pengukuran atas indikator kinerja

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

DINAS SOSIAL Tahun 2022

No. Sasaran Inq.lkafor Target | Realisasi Capaian Kategori Sumber Data
Kinerja %

1 | Meningkatnya Persentase PPKS 10,04 8 79,68 Tinggi Bidang
pelayanan sosial | yang Rehabilitasi
terhadap mendapatkan Sosial, Bidang
PMKS/PPKS pelayanan sosial Perlindungan

dan meningkat dan Jaminan

kemampuan Sosial dan

fungsi sosialnya Bidang
Pemberdayaan
Sosial

2 | Meningkatnya Persentase 19 18,99 99,98 Sangat Bidang
partisipasi Potensi Sumber Tinggi Rehabilitasi
Potensi Sumber | Kesejahteraan Sosial, Bidang
Kesejahteraan Sosial (PSKS) Linjamsos,
Sosial (PSKS) yang dibina dan Bidang
dalam aktif dalam Pemberdayaan
penyelenggaraan | penyelenggaraan sosial dan
kesejahteraan kesejahteraan Bidang
sosial sosial Pengembangan

Sosial
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Sasaran #1 Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS

Realisasi sasaran #1 pada tahun 2022 sebesar 8% dari 10,04% yang ditargetkan atau

persentase capaian sebesar 79,68% (Kategori Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja sasaran #1:

1)

5)

6)

Realisasi target penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial pada
tahun 2022 sebanyak 473 orang dari 500 orang penyandang disabilitas yang
direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 94,60% (473 /500 x 100)
Realisasi target anak yatim yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2022
sebanyak 211 orang dari 246 anak yatim yang direncanakan. Sehingga persentase
capaian adalah 85,77% (211/246 x 100)

Realisasi target tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2022
sebanyak 26 orang dari 40 orang tuna sosial yang direncanakan. Sehingga
persentase capaian adalah 65,26% (26/40 x 100)

Realisasi target fakir miskin yang mendapatkan pelayanan sosial pada tahun 2022
asebanyak 3.296 orang fakir miskin dari 3.296 orang fakir miskin yang
direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100% (3296/3296 x 100)
Jumlah korban bencana alam yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 162 orang,
dan korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2022
sebanyak 162 orang. Sehingga persentase capaian adalah 100% (162/162 x 100)
Jumlah korban bencana sosial terdata pada tahun 2022 sebanyak 7.623 orang, dan
korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2022
sebanyak 6.458 orang. Sehingga persentase capaian adalah 84,72 % (6458/7623 x
100)

Dari hasil monitoring, jumlah total PMKS terlayani dan meningkat kemampuan

fungsi sosialnya adalah 850 orang dari 10.626 orang PMKS yang terlayani. Sehingga
realisasi capaiannya sebesar 8% (850/10626x100)

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran :

_ Jumlah PMKS terlayani dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya
Jumlah PMKS terlayani

x 100

LKjIP Dinas Sosial Kab. Bangkalan 2022 24



= (850,/10.626) x 100
=8 %

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

3. Program Penanganan Bencana

Sasaran #2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran :

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina [dibagi] Jumlah
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdata [dikalikan] 100

= (53/279) x 100
= 18,99%

Realisasi sasaran #2 pada tahun 2022 mencapai 18,99 % dari 19% yang ditargetkan

atau persentase capaian 99,98 %

Variabel Potensis Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pendukung pencapaian target

kinerja sasaran :

1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina pada tahun
2022 sebanyak 18 orang

2. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dibina pada tahun 2022 sebanyak 24
orang

3. Jumlah Pekerja Sosial yang dibina pada tahun 2022 sebanyak 2 orang.

4. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna yang dibina dan dibantu
pada tahun 2022 sebanyak 11 lembaga

5. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 214

lembaga
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6. Jumlah karang taruna yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 21 karang taruna

Jadi Jumlah PSKS yang yang terlayani pada tahun 2022 sebanyak 18 orang TKSK,
24 orang Tagana dan 11 lembaga. Target capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2022
adalah 19%, dan terealisasi sebesar 18,99% sehingga persentase capaian adalah 99,98
% (18,99/19,00x 100)

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah: Program Pemberdayaan

Sosial

Tahun 2022 ini adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Sosial 2018 - 2023 dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dalam
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja sesuai

sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya atau tahun 2019 - 2022 diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja
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Meningkatnya Persentase 6% 7% 7,91% 10,04 8,0 | 79,68
pelayanan sosial | PPKS yang
terhadap mendapatka
PMKS/PPKS n pelayanan
sosial dan
meningkat
kemampuan
fungsi
sosialnya
Meningkatnya Persentase - - 7,69% 19 18,99 | 99,98
partisipasi Potensi
Potensi Sumber | Sumber
Kesejahteraan Kesejahteraa
Sosial (PSKS) n Sosial
dalam (PSKS) yang
penyelenggaraa | aktif dalam
n kesejahteraan | penyelenggar
sosial aan
kesejahteraan
sosial

Dari tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa realisasi sasaran dari tahun 2019 - 2022
mengalami tren kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Begitu juga Jumlah
PMKS/PPKS yang cenderung mengalami kenaikan secara signifikan.

Salah satu penyumbang terbesar kenaikan jumlah PMKS/PPKS adalah Fakir miskin,
dimana lonjakan fakir miskin ini disebabkan oleh kondisi perekenomian, serta adanya
ketentuan dari pusat yang tidak memberikan akses ke daerah untuk menghapus data
yang ada di DTKS meskipun penduduk bersangkutan setelah dilakukan validasi tidak

termasuk kriteria PPKS.

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen rencana strategis Dinas Sosial periode 2018 - 2023
diuraikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.4
Realisasi Kinerja 2022 Terhadap Target Akhir Renstra 2018 - 2023

Meningkatnya Persentase 8 10,04 79,68
pelayanan sosial PPKS yang
terhadap mendapatkan
PMKS/PPKS pelayanan
sosial dan
meningkat
kemampuan
fungsi
sosialnya
Meningkatnya Persentase 18,99 19 99,98
partisipasi Potensi | Potensi
Sumber Sumber
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dalam | Sosial (PSKS)
penyelenggaraan yang aktif
kesejahteraan sosial | dalam
penyelenggar
aan
kesejahteraan
sosial

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional diuraikan
sebagai berikut :

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM

Bidang Sosial Kabupaten/kota yaitu :
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1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta

2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan

oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial

Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;

. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;

. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;

2
3
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5

. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Realisasi SPM Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Tabel 3.5

Jenis . . Target
No. Pelayanan PIndlkat.or Target | Realisasi Capaian Nasignal
encapaian (%)
Dasar
1 2 3 4 5 6 7
1 | Rehabilitasi Persentase (%) 500 473 94,6 100

Sosial dasar Penyandang

Penyandang Disabilitas

Disabilitas Terlantar yang

Terlantar di terpenuhi

luar panti kebutuhan
dasarnya di luar
panti

2 | Rehabilitasi Persentase (%) 211 211 100,0 100

Sosial dasar Anak Terlantar

Anak Terlantar | yang terpenuhi

di luar panti kebutuhan
dasarnya di luar
panti
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Rehabilitasi Persentase (%) - - - 100
Sosial dasar Lanjut Usia
Lanjut Usia Terlantar yang
Terlantar di terpenuhi
luar panti kebutuhan
dasarnya di luar
panti
Rehabilitasi Persentase (%) 26 26 100,0 100
Sosial dasar Gelandangan
tuna sosial pengemis yang
khususnya terpenuhi
Gelandangan kebutuhan
dan Pengemis | dasarnya di luar
di luar panti panti
Perlindungan Persentase (%) 7.785 6.620 85,0 100
dan Jaminan korban bencana
Sosial pada saat | alam dan sosial
dan setelah yang terpenuhi
tanggap darurat | kebutuhan
bencana bagi dasarnya pada
Korban saat dan setelah
Bencana daerah | tanggap darurat
kabupaten/kota | bencana
kabupaten/kota
Rata-rata capaian SPM Bidang Sosial 94,91

Secara umum capaian SPM Bidang Sosial masuk kategori sangat tinggi, kecuali pada
pelayanan dasar untuk bencana alam dan sosial sebesar 85%. Hal ini dikarenakan
penyaluran Bantuan Langsung Tunai dampak inflasi BBM baru bisa dilaksanakan
menjelang akhir tahun 2022 dan berpengaruh terhadap proses pencairan bantuan di

bank penyalur.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :
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Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tabel 3.6

Meningkatny | Persentase 10,04 8 79,68 Meningkatny
a pelayanan | PPKS yang a jangkauan
sosial mendapatka pelayanan
terhadap n pelayanan sosial
PMKS/PPKS | sosial dan terhadap
meningkat PPKS serta
kemampuan validasi data
fungsi PPKS yang
sosialnya terus
dilakukan
secara
bertahap
Meningkatny | Persentase 19 18,99 99,98 | Sangat Mengoptima
a partisipasi | Potensi tingginya lkan
Potensi Sumber capaian personel
Sumber Kesejahteraa sasaran ini yang ada
Kesejahteraa | n Sosial dikarenakan | melalui
n Sosial (PSKS) yang jumlah PSKS | bimtek/zoo
(PSKS) aktif dalam yang aktif m meeting
dalam penyelengga dalam dengan
penyelengga | raan penyelengga | instansi
raan kesejahteraa raan terkait serta
kesejahteraa | n sosial kesejahteraa | meningkatka
n sosial n sosial n kerja sama
cukup dengan
memadai. lembaga lain
terkait
pelayanan
sosial
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Nilai realisasi kinerja Tujuan (Jumlah PMKS/PPKS) dilakukan dengan

membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat
capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Realisasi x 100
Rencana

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian
rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Rencana - (Realisasi - Rencana ) x 100
Rencana

= ((501468 - (721044 - 501468)) x 100
501468

=56,21%

Dari tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tujuan masuk
kategori RENDAH. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kenaikan
jumlah Fakir Miskin yang sangat besar yang diakibatkan kondisi

perekonomian, seperti kenaikan BBM dan PHK.

Solusi untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan meningkatkan
jangkauan pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS melalui program
rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program
penanganan bencana dan program pemberdayaan sosial. Sehingga

semakin banyak PMKS/PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
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Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Rehabilitasi Sosial Jumlah 91,69 | Menunjang
Dasar Penyandang Penyandang
Disabilitas Terlantar, | Disabilitas
Anak Terlantar, terlantar,
Lanjut Usia Anak
Terlantar, serta Terlantar,
Gelandangan Lanjut Usia
Pengemis di Luar terlantar dan
Panti Sosial gelandangan
pengemis
JEy
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di
luar panti
Pemberian Jumlah 94,6 | Menunjang
Bimbingan Sosial keluarga
kepada Keluarga penyandang
Penyandang disabilitas
Disabilitas Terlantar, | yang
Anak Terlantar, dibimbing
Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
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Pemberian Jumlah 85,77 | Menunjang
Bimbingan Sosial keluarga
kepada Keluarga anak
Penyandang terlantar,
Disabilitas Terlantar, | lanjut usia
Anak Terlantar, yang
Lanjut Usia dibimbing
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
Pemberian Layanan | Laporan 100 | Menunjang
Data dan Pengaduan | masyarakat
miskin yang
difasilitasi
dalam sistem
layanan
rujukan
terpadu
(SLRT)
Rehabilitasi Sosial Jumlah 65 | Menunjang
Penyandang Penyandang
Masalah Masalah
Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraa
(PMKS) Lainnya n Sosial
Bukan Korban (PMKS)
HIV/AIDS dan Lainnya
NAPZA di Luar bukan
Panti Sosial Korban
HIV/AIDS
dan NAPZA
yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di
luar panti
Pemberian Jumlah 65 | Menunjang
Bimbingan Sosial Gelandangan
kepada Keluarga Pengemis
Penyandang dan
Masalah Masyarakat
Kesejahteraan Sosial | yang
(PMKS) Lainnya dibimbing
Bukan Korban
HIV/AIDS dan
NAPZA
PROGRAM persentase 99,97 | Menunjang
PERLINDUNGAN penerima
DAN JAMINAN manfaat
SOSIAL program
perlindunga
n dan
jaminan
sosial
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Pengelolaan Data Persentase 99,97 | Menunjang
Fakir Miskin keluarga
Cakupan Daerah fakir miskin
Kabupaten/Kota yang didata
dan
difasilitasi
Pendataan Fakir Jumlah 100 | Menunjang
Miskin Cakupan keluarga
Daerah miskin yang
Kabupaten/Kota mendapatka
n bantuan
sosial
Pengelolaan Data Dokumen 100 | Menunjang
Fakir Miskin DTKS
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Jumlah 95 | Menunjang
Sosial Kesejahteraan | Keluarga
Keluarga Penerima
Manfaat
(KPM) yang
Mendapatka
n Bantuan
Sosial
Kesejahteraa
n Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/
Kota

Perlindungan Sosial
Korban Bencana
Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

Persentase
korban
bencana
alam dan
sosial yang
difasilitasi
kebutuhan
dasarnya

79,16

Menunjang

Penyediaan
Makanan

Persentase
korban
bencana
alam yang
difasilitasi
kebutuhan
dasarnya

100

Menunjang
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Penyediaan Persentase 78,75 | Menunjang
Makanan korban
bencana
sosial yang
difasilitasi
kebutuhan
dasarnya
Penyelenggaraan Persentase 80 | Menunjang
Pemberdayaan Forum
Masyarakat Komunikasi
Terhadap Taruna Siaga
Kesiapsiagaan Bencana
Bencana (Tagana)
Kabupaten/Kota yang
difasilitasi
Koordinasi, Koordinasi, 80 | Menunjang
Sosialisasi dan sosialisasi
Pelaksanaan Taruna | dan
Siaga Bencana pelaksanaan
taruna siaga
bencana

Pengembangan Persentase 99,98 | Menunjang
Potensi Sumber Potensi
Kesejahteraan Sosial | Sumber
Daerah Kesejahteraa
Kabupaten/Kota n Sosial
(PSKS) yang
dibina
Peningkatan Jumlah TKSK 100 | Menunjang
Kemampuan Potensi | yang dibina
Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Laporan 100
Kemampuan Potensi | hasil
Sumber monitoring
Kesejahteraan Sosial
Keluarga
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Kewenangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan Jumlah 100 | Menunjang
Kemampuan Potensi | Lembaga

Sumber Kesejahteraa

Kesejahteraan Sosial | n Sosial

Kelembagaan (LKS) yang

Masyarakat dibantu

Kewenangan

Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman | Persentase 100 | Tidak
Makam Pahlawan Taman Menunjang
Nasional Makam
Kabupaten/Kota Pahlawan

terpelihara
Pemeliharaan Taman | Jumlah 100 | Tidak
Makam Pahlawan sarana dan Menunjang
Nasional prasarana
Kabupaten/Kota Taman

Makam

Pahlawan

(TMP) yang

dipelihara
Pengamanan Taman | Jumlah 100 | Tidak
Makam Pahlawan kegiatan Menunjang
Nasional peringatan
Kabupaten/Kota hari-hari

besar

nasional

Perencanaan, Persentase 100 | Menunjang
Penganggaran, dan | perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggara
Perangkat Daerah n dan
evaluasi
kinerja yang
terlaksana
Penyusunan Jumlah 100 | Menunjang
Dokumen dokumen
Perencanaan perencanaan
Perangkat Daerah perangkat
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daerah yang

disusun
Koordinasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Penyusunan dokumen
Dokumen RKA- RKA-SKPD
SKPD yang disusun
Koordinasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Penyusunan dokumen
Dokumen Perubahan | perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
yang disusun
Koordinasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Penyusunan Laporan | dokumen
Capaian Kinerja dan | laporan
Ikhtisar Realisasi capaian
Kinerja SKPD kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
yang disusun
Evaluasi Kinerja Jumlah 100 | Menunjang
Perangkat Daerah laporan
evaluasi
kinerja
perangkat
daeran yang
disusun
Administrasi Persentase 100 | Menunjang
Keuangan Perangkat | administrasi
Daerah keuangan
perangkat
daerah yang
terpenuhi
Penyediaan Gaji dan | Jumlah 100 | Menunjang
Tunjangan ASN penyediaan
gaji dan
tunjangan
ASN
Pelaksanaan Jumlah 100 | Menunjang
Penatausahaan dan bahan
Pengujian/ Verifikasi | Penatausaha
Keuangan SKPD an dan
Pengujian/V
erifikasi
Keuangan
SKPD
Koordinasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Pelaksanaan Laporan
Akuntansi SKPD Pelaksanaan
Akuntansi
SKPD yang
tersusun
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Koordinasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Penyusunan Laporan | laporan
Keuangan Akhir keuangan
Tahun SKPD akhir tahun
SKPD yang
tersusun
Koordinasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Penyusunan Laporan | Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulanan | Bulanan /
/Semesteran SKPD Triwulanan /
Semesteran
SKPD yang
tersusun
Administrasi Barang | Persentase 100 | Menunjang
Milik Daerah pada Administrasi
Perangkat Daerah Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah yang
tersusun
Rekonsiliasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Penyusunan Laporan | laporan
Barang Milik Daerah | Rekonsiliasi
pada SKPD dan
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Administrasi Persentase 100 | Menunjang
Kepegawaian Administrasi
Perangkat Daerah Kepegawaian
Perangkat
Daerah yang
terlaksana
Pengadaan Pakaian | Jumlah 100 | Menunjang
Dinas beserta Atribut | Pengadaan
Kelengkapannya Pakaian
Dinas Beserta
Atribut
Kelengkapan
nya
Koordinasi dan Jumlah 100 | Menunjang
Pelaksanaan Sistem | Laporan
Informasi Koordinasi
Kepegawaian dan
Pelaksanaan
Sistem
Informasi
Kepegawaian
yang
tersusun
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Monitoring, Jumlah 100 | Menunjang
Evaluasi, dan Laporan
Penilaian Kinerja Monitoring,
Pegawai Evaluasi, dan
Penilaian
Kinerja
Pegawai
yang
tersusun
Administrasi Umum | Persentase 93,77 | Menunjang
Perangkat Daerah penyediaan
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
Penyediaan Jumlah 56,94 | Menunjang
Komponen Instalasi | Penyediaan
Listrik/Penerangan | Komponen
Bangunan Kantor Instalasi
Listrik /
Penerangan
Bangunan
Kantor
Penyediaan Jumlah 95,04 | Menunjang
Peralatan dan Penyediaan
Perlengkapan Kantor | Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor
Penyediaan Jumlah 92,94 | Menunjang
Peralatan Rumah Penyediaan
Tangga Peralatan
Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Jumlah 100 | Menunjang
Logistik Kantor Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor
Penyediaan Barang Jumlah 100 | Menunjang
Cetakan dan Penyediaan
Penggandaan Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Penyediaan Bahan Jumlah 100 | Menunjang
Bacaan dan Penyediaan
Peraturan Barang
Perundang- Cetakan dan
undangan Penggandaa
n
Fasilitasi Kunjungan | Jumlah 100 | Menunjang
Tamu Fasilitasi
Kunjungan
Tamu
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Penyelenggaraan Jumlah 100 | Menunjang
Rapat Koordinasi Penyelengga
dan Konsultasi SKPD | raan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
Dukungan Jumlah 100 | Menunjang
Pelaksanaan Sistem | laporan
Pemerintahan dukungan
Berbasis Elektronik pelaksanaan
pada SKPD sistem
pemerintaha
n berbasis
elektronik
pada SKPD
Pengadaan Barang Persentase 95,45 | Menunjang
Milik Daerah Pengadaan
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintah Daerah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah yang
terlaksana
Pengadaan Sarana Jumlah 95,45 | Menunjang
dan Prasarana Sarana dan
Gedung Kantor atau | Prasarana
Bangunan Lainnya Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
yang
diadakan
Penyediaan Jasa Persentase 100 | Menunjang
Penunjang Urusan Penyediaan
Pemerintahan Jasa
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah 100 | Menunjang
Komunikasi, Sumber | Penyediaan
Daya Air dan Listrik | Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Jumlah 100 | Menunjang
Pelayanan Umum Penyediaan
Kantor Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor
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Pemeliharaan Barang | Persentase 55,68 | Menunjang
Milik Daerah Pemeliharaa
Penunjang Urusan n Barang
Pemerintahan Milik Daerah
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
yang
terlaksana
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 100 | Menunjang
Pemeliharaan, Biaya | Pemeliharaa
Pemeliharaan, dan n, Biaya
Pajak Kendaraan Pemeliharaa
Perorangan Dinas n dan Pajak
atau Kendaraan Kendaraan
Dinas Jabatan Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan yang
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 100 | Menunjang
Pemeliharaan, Biaya | Pemeliharaa
Pemeliharaan, Pajak | n, Biaya
dan Perizinan Pemeliharaa
Kendaraan Dinas n, Pajak, dan
Operasional atau Perizinan
Lapangan Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
yang
disediakan
Pemeliharaan Mebel | Jumlah 50 | Menunjang
Mebel yang
dipelihara
Pemeliharaan/Rehab | Jumlah 100 | Menunjang
ilitasi Sarana dan Gedung
Prasarana Gedung Kantor dan
Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya
yang
dipelihara
dan
direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehab | Jumlah 41,27 | Menunjang
ilitasi Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Pendukung Gedung | Gedung
Kantor atau Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan
Lainnya
yang
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dipelihara /
direhabilitasi

Dari tabel 3.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung
tercapainya sasaran #1 Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS
yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Program Penanganan Bencana.

Program yang mendukung tercapainya sasaran #2 Meningkatnya partisipasi Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

yaitu Program Pemberdayaan Sosial.

Program yang mendukung tercapainya sasaran #3 Terpenuhinya Pelayanan
Kesekretariatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Kinerja dan Anggaran

Target Realisasi % Capaian
Indikator Kinerja
Program (O

Kegiatan (Output)

No Pogram / Kegiatan

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
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Persentase
terpenuhinya
pelayanan
kesekretariatan Dinas
Sosial

100

%
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A. | Perencanaan, persentase 100 % 17.440.300 100 % 9.905.550 100,00 56,80
Penganggaran, dan perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggaran dan
Perangkat Daerah evaluasi kinerja yang
terlaksana
1 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 3 dokumen 5.679.250 3 dokumen 4.155.750 100,00 7317
Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat
Daerah daerah yang disusun
2 Koordinasi dan Jumlah dokumen RKA- 2 dokumen 3.959.200 2 dokumen 1.492.200 100,00 37,69
Penyusunan Dokumen SKPD yang disusun
RKA-SKPD
3 Koordinasi dan Jumlah dokumen 2 dokumen 2.941.200 2 dokumen - 100,00
Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD yang disusun
4 Koordinasi dan Jumlah dokumen 1 dokumen 2.166.500 1 dokumen 2.164.600 100,00 99,91
Penyusunan Laporan laporan capaian kinerja
Capaian Kinerja dan dan ikhtisar realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja kinerja SKPD yang
SKPD disusun
5 Evaluasi Kinerja Jumlah laporan 8 laporan 2.694.150 8 laporan 2.093.000 100,00 77,69
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
perangkat daeran yang
disusun
B. Admini i Keuang P 100 % 3.945.741.990 100 % 3.847.908.487 100,00 97,52
Perangkat Daerah administrasi
keuangan perangkat
daerah yang
terpenuhi
6 Penyediaan Gaji dan Jumlah penyediaan gaji 42 orang/bulan 3.931.895.290 42 orang/bulan 3.834.510.487 100,00 97,52
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN
7 Pelaksanaan Jumlah bahan 1 Laporan 2.954.300 1 Laporan 2.557.500 100,00 86,57
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Penguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
8 Koordinasi dan Jumlah Laporan 1 Laporan 3.719.850 1 Laporan 3.689.600 100,00 99,19
Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi
Akuntansi SKPD SKPD yang tersusun
9 Koordinasi dan Jumlah laporan 1 laporan 3.955.050 1 laporan 3.944.100 100,00 99,72
Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun
SKPD
10 Koordinasi dan Jumlah Laporan 66 laporan 3.217.500 66 laporan 3.206.800 100,00 99,67
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /
Keuangan Bulanan / Triwulanan /
Triwulanan / Semesteran Semesteran SKPD
SKPD yang tersusun
C. | Administrasi Barang Persentase 100 % 1.503.500 100 % 1.498.000 100,00 99,63
Milik Daerah pada Administrasi Barang
Perangkat Daerah Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
yang tersusun
1 Rekonsiliasi dan Jumlah laporan 14 laporan 1.503.500 14 laporan 1.498.000 100,00 99,63
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan
Barang Milik Daerah pada Penyusunan Laporan
perangkat daerah Barang Milik Daerah
pada SKPD
D. | Administrasi Persentase 100 % 17.753.400 100 % 17.228.050 100,00 97,04
o fan Perang pA e .
Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
yang terlaksana
12 | Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 90  buah 14.850.000 90  buah 14.400.000 100,00 96,97
Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya
13 Koordinasi dan Jumlah Laporan 7 Laporan 1.132.000 7 Laporan 1.128.800 100,00 99,72
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan
Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian
yang tersusun
14 | Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Laporan 12 Laporan 1.771.400 12 Laporan 1.699.250 - 95,93
Penilaian Monitoring, Evaluasi,
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja
Pegawai yang tersusun
E. | Administrasi Umum Persentase 100 % 279.269.375 9B77T % 268.323.278 93,77 96,08
Perangkat Daerah penyediaan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
15 | Penyediaan Komponen Jumlah Penyediaan 72 unit 3.495.500 41 unit 2.010.000 56,94 57,50
Instalasi Listrik / Komponen Instalasi
Penerangan Bangunan Listrik / Penerangan
Kantor Bangunan Kantor
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16 | Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 967  unit 41.654.675 919 unit 39.600.000 95,04 95,07
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
17 Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 170 unit 5.009.000 158 unit 4.660.500 92,94 93,04
Rumah Tangga Peralatan Rumah
Tangga
18 Penyediaan Bahan Jumlah Penyediaan 4 jenis 54.055.000 4 jenis 52.296.000 100,00 96,75
Logistik Kantor Bahan Logistik Kantor
19 Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan 2 jenis 16.770.800 2 jenis 15.001.750 100,00 89,45
Cetakan dan Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
20 Penyediaan Bahan Jumlah Penyediaan 2 jenis 15.520.000 2 jenis 13.400.000 100,00 86,34
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan Perundang-
undangan
21 | Fasilitasi Kunjungan Jumlah Fasilitasi 25 kali 6.368.000 25  Kkali 6.363.500 100,00 99,93
Tamu Kunjungan Tamu
22 Penyelenggaraan Rapat Jumlah 218 kali 90.096.400 218 kali 88.873.800 100,00 98,64
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan
SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
23 Dukungan Pelaksanaan Jumlah laporan 1 laporan 46.300.000 1 laporan 46.117.728 100,00 99,61
Sistem dukungan pelaksanaan
Pemerintahan Berbasis sistem pemerintahan
Elektronik berbasis elektronik
pada SKPD pada SKPD
F. | Pengadaan Barang Milik | Persentase 100 % 265.823.943 9545 % 253.790.920 95,45 95,47
Daerah Py ji P laan Barang
Urusan Pemerintah Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
yang terlaksana
24 | Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 66 unit 265.823.943 63 unit 253.790.920 95,45 95,47
Prasarana Gedung Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan
Lainnya Lainnya yang diadakan
G. | Penyediaan Jasa Persentase 100 % 1.129.341.880 100 % 1.052.125.119 100,00 93,16
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
25 | Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan 3 jenis 97.714.380 3 jenis 94.672.407 100,00 96,89
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi,
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan
Listrik
26 | Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan 3 jenis 1.031.627.500 3 jenis 957.452.712 100,00 92,81
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum
Kantor
H. Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 484.450.320 56 % 401.233.759 55,68 82,82
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang
Urusan Pemerintahan Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang terlaksana
27 | Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 1 unit 156.000.000 1 unit 154.878.000 100,00 99,28
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan
Kendaraan Perorangan Pajak Kendaraan
Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas
Jabatan yang
disediakan
28 | Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 19 unit 234.748.880 19 unit 170.620.759 100,00 72,68
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak,
Perizinan Kendaraan dan Perizinan
Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas
Lapangan Operasional atau
Lapangan yang
disediakan
29 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 4 unit 1.420.000 2 unit 550.000 50,00 38,73
dipelihara
30 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor 1 unit 63.281.440 1 unit 63.160.000 100,00 99,81
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang dipelihara dan
direhabilitasi
31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan 63 unit 29.000.000 26 unit 12.025.000 41,27 4147
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara
| direhabilitasi
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Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kesejahteraan Sosial
(LKS) yang dibantu

Pengembangan Potensi | Persentase Potensi 472.736.700 18,99 442.940.800 99,98 93,70
Sumber Kesejahteraan Sumber
Sosial Daerah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten/Kota (PSKS) yang dibina
32 | Peningkatan Kemampuan | Jumlah TKSK yang 18 orang 146.016.700 18 orang 143.263.000 100,00 98,11
Potensi Tenaga dibina
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
33 | Peningkatan Kemampuan Laporan hasil 1 laporan 107.336.000 1 laporan 83.035.000 100,00 77,36
Potensi Sumber monitoring
Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
34 | Peningkatan Kemampuan | Jumlah Lembaga 1 lembaga 219.384.000 1 lembaga 216.642.800 100,00 98,75

Rehabilitasi Sosial Jumlah Penyandang orang 1.397.897.009 orang 1.195.501.709 91,69 85,52
Dasar Penyandang Disabilitas terlantar,
Disabilitas Te Anak T r, Lanjut
Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan
Usia Terlantar, serta gelandangan
Geland: P i p is yang
di Luar Panti Sosial terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
35 | Pemberian Bimbingan Jumlah Keluarga Anak 246 orang 694.922.500 211 orang 603.359.000 85,77 86,82
Sosial kepada Keluarga Terlantar, Lanjut Usia
Penyandang Disabilitas terlantar yang dibimbing
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, Jumlah Keluarga 500  orang 473 orang 94,60 -
serta Gelandangan Penyandang Disabilitas
Pengemis dan yang dibimbing
Masyarakat
36 Pemberian Layanan Data Laporan masyarakat 1 dokumen 702.974.509 1 dokumen 592.142.709 100,00 84,23
dan Pengaduan miskin yang difasilitasi
dalam SLRT
K. | Rehabilitasi Sosial Jumlah Penyandang 40  orang 52.606.450 26  orang 43.921.080 65,00 83,49
Penyandang Masalah Masalah
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan (PMKS) Lainnya
Korban HIV/AIDS dan bukan Korban
NAPZA di Luar Panti HIV/AIDS dan NAPZA
Sosial Yyang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
di luar panti
37 | Pemberian Bimbingan Jumlah Gelandangan 40  orang 52.606.450 26 orang 43.921.080 65,00 83,49
Sosial kepada Keluarga Pengemis dan
Penyandang Masalah Masyarakat yang
Kesejahteraan Sosial dibimbing
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA
Pengelolaan Data Fakir Persentase keluarga 100 % 1.614.792.830 9997 % 1.281.717.150 99,97 79,37
Miskin Cakupan Daerah fakir miskin yang
Kabupaten/Kota didata dan difasilitasi
38 | Pendataan Fakir Miskin Jumlah keluarga miskin 3296  orang 759.458.750 3296  orang 683.545.000 100,00 90,00
Cakupan Daerah yang mendapatkan
Kabupaten/Kota bantuan sosial
39 | Pengelolaan Data Fakir Dokumen DTKS 1 dokumen 832.519.480 1 dokumen 577.830.000 100,00 69,41
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Laporan hasil 1 laporan 1 laporan - 100,00 -
monitoring dan evaluasi
PKH
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40 | Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga 20 Keluarga 22.814.600 19 Keluarga 20.342.150 95,00 89,16
Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) yang
Mendapatkan Bantuan
SosialKesejahteraan
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
V. PROGRAM Persentase korban 100 % 4.322.768.987 8504 % 3.343.197.500 85,04 77,34
PENANGANAN bencana alam dan
BENCANA sosial yang difasilitasi
kebutuhan dasarnya
M. Perlindungan Sosial Persentase korban 100 % 4.097.600.437 8504 % 3.203.452.500 85,04 78,18
Korban Bencana Alam bencana alam dan
dan Sosial sosial yang difasilitasi
Kabupaten/Kota kebutuhan dasarnya
41 Penyediaan Makanan Persentase korban 100 % 4.097.600.437 100 % 3.203.452.500 100,00 78,18
bencana alam yang
difasilitasi kebutuhan
dasarnya
Persentase korban 100 % 84,72 % 84,72
bencana sosial yang
difasilitasi kebutuhan
dasarnya
N. | Penyelenggaraan Persentase Forum 100 % 225.168.550 800 % 139.745.000 80,00 62,06
Pemberdayaan Komunikasi Taruna
Masyarakat terhadap Siaga Bencana
Kesiapsiagaan Bencana (Tagana) yang
Kabupaten/Kota difasilitasi
42 | Koordinasi, Sosialisasi Koordinasi, sosialisasi 30  orang 225.168.550 24 orang 139.745.000 80,00 62,06
dan Pelaksanaan Taruna dan pelaksanaan
Siaga Bencana taruna siaga bencana
VI. | PROGRAM Persentase Taman 100 % 146.930.000 100 % 136.684.900 100,00 93,03
PENGELOLAAN TAMAN Makam Pahlawan
MAKAM PAHLAWAN yang terkelola
0. | Pemeliharaan Taman Persentase Taman 100 % 146.930.000 100 % 136.684.900 100,00 93,03
Makam Pahlawan Makam Pahlawan
Nasional terpelihara
Kabupaten/Kota
43 Pemeliharaan Taman Jumlah sarana dan 1 lokasi 128.790.000 1 lokasi 124.839.900 100,00 96,93
Makam Pahlawan prasarana Taman
Nasional Kabupaten/Kota Makam Pahlawan
(TMP) yang dipelihara
44 | Pengamanan Taman Jumlah kegiatan 2 kegiatan 18.140.000 2 kegiatan 11.845.000 100,00 65,30
Makam Pahlawan peringatan hari-hari
Nasional Kabupaten/Kota besar nasional

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 14.149.056.684,- yang bersumber dari APBD kabupaten
Bangkalan dan terealisasi sebesar Rp. 12.295.976.302,-

Secara kumulatif capaian kinerja anggaran pada tahun 2022 (86,90%)
mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja anggaran pada Tahun 2021
(90,76%). Hal ini dikarenakan menjelang akhir tahun 2022 ada ketentuan dari
pemerintah pusat supaya daerah mengalokasikan anggaran sebagai kompensasi
atas kenaikan harga BBM.

Dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu singkat, menyebabkan

realisasi penyaluran BLT atas kenaikan BBM tidak bisa maksimal.
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C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Anggaran

Tingkat

No Sasaran Targe | Realisa % Anggaran | Realisasi % Esisiensi

t si Capaian (Rp.) (Rp.) Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5-8

1 | Meningkatny | 10,04 8 79,68 | 7.388.065.2 | 5.864.337.4 79,38 0,30
a pelayanan 76 39
sosial
terhadap
PMKS/PPKS

2 | Meningkatny 19 18,66 99,98 | 619.666.70 | 579.625.70 93,54 6,44
a partisipasi 0 0
Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
dalam
penyelenggar
aan
kesejahteraan
sosial

3 | Terpenuhinya 100 100 100 | 6.141.324.7 | 5.852.013.1 95,29 4,71
pelayanan 08 63
kesekretariata
n

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus: % realisasi kinerja - % realisasi anggaran
Semakin tinggi hasil perhitungannya, semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai.
Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari
penggunaan sumber daya tertentu.

Jika Output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan
maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah
persentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah persentase realisasi anggaran.

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.9 di atas, maka dapat dilakukan
analisis sebagai berikut:

a. Sasaran meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS/PMKS dengan
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indikator Persentase PPKS/PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan

meningkat kemampuan fungsi sosialnya realisasi kinerjanya adalah 8% dengan
tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 79,68% dan tingkat realisasi anggaran

sebesar 79,38%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar

0,30%.

b. Sasaran Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator persentase Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial realisasi kinerjanya adalah 18,99% dengan tingkat realisasi
capaian kinerja sebesar 99,98% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,54%.
Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,44 %.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 3 subkegiatan.

c. Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretarian dengan indikator persentase
ketercapaian target kinerja capaian indikatornya kinerjanya adalah 100% dengan
tingkat realisasi anggaran sebesar 95,29% dan tingkat realisasi capaian kinerja
sebesar 100. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 4,71.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan
. L % Capaian
N . Indikator Kinerja Program (Outcome) S
[o] Pogram / Kegiatan / Kegiat Output Efisiensi
egiatan (Output) Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6=45
I. PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinya pelayanan 93,11 95,29 -2,18
URUSAN PEMERINTAHAN kesekretariatan Dinas Sosial
DAERAH KABUPATEN/KOTA
A. | Perencanaan, Penganggaran, persentase perencanaan, 100,00 56,80 43,20
dan Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran dan evaluasi kinerja
Daerah yang terlaksana
1 | Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 100,00 73,17 26,83
Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah yang disusun
2 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA-SKPD yang 100,00 37,69 62,31
Dokumen RKA-SKPD disusun
3 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen perubahan RKA- 100,00 - 100,00
Dokumen Perubahan RKA-SKPD SKPD yang disusun
4 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen laporan capaian 100,00 99,91 0,09
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD yang disusun
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5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja 100,00 77,69 22,31
perangkat daeran yang disusun
B. | Administrasi Keuangan Persentase administrasi keuangan 100,00 97,52 2,48
Perangkat Daerah perangkat daerah yang terpenuhi
6 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan 100,00 97,52 2,48
ASN ASN
7 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah bahan Penatausahaan dan 100,00 86,57 13,43
Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SKPD
8 | Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan 100,00 99,19 0,81
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD yang tersusun
9 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan akhir tahun 100,00 99,72 0,28
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun
SKPD
10 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / 100,00 99,67 0,33
Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang
Triwulanan / Semesteran SKPD tersusun
C. | Administrasi Barang Milik Persentase Administrasi Barang 100,00 99,63 0,37
Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang tersusun
11 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah laporan Rekonsiliasi dan 100,00 99,63 0,37
Laporan Barang Milik Daerah pada | Penyusunan Laporan Barang Milik
perangkat daerah Daerah pada SKPD
D. | Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi 100,00 97,04 2,96
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah yang
terlaksana
12 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas 100,00 96,97 3,03
Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapannya
13 | Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Koordinasi dan 100,00 99,72 0,28
Sistem Pelaksanaan Sistem Informasi
Informasi Kepegawaian Kepegawaian yang tersusun
14 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, 100,00 95,93 4,07
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai yang
tersusun
E. | Administrasi Umum Perangkat Persentase penyediaan Administrasi 93,77 96,08 -2,31
Daerah Umum Perangkat Daerah
15 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi 56,94 57,50 -0,56
Listrik / Penerangan Bangunan Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kantor
16 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan 95,04 95,07 -0,03
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
17 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah 92,94 93,04 -0,10
Tangga Tangga
18 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik 100,00 96,75 3,25
Kantor
19 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan 100,00 89,45 10,55
Penggandaan dan Penggandaan
20 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan 100,00 86,34 13,66
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
21 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 100,00 99,93 0,07
22 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Penyelenggaraan Rapat 100,00 98,64 1,36
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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23 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah laporan dukungan pelaksanaan 100,00 99,61 0,39
Pemerintahan Berbasis Elektronik sistem pemerintahan berbasis
pada SKPD elektronik pada SKPD
F. | Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik 95,45 95,47 -0,02
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah yang terlaksana
24 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 95,45 95,47 -0,02
Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya diadakan
G. | Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa 100,00 93,16 6,84
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
25 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, 100,00 96,89 3,11
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
26 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan 100,00 92,81 7,19
Umum Kantor Umum Kantor
H. | Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang 55,68 82,82 -27,14
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
terlaksana
27 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya 100,00 99,28 0,72
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas atau | Perorangan Dinas atau Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang disediakan
28 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya 100,00 72,68 27,32
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau
Operasional atau Lapangan Lapangan yang disediakan
29 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara 50,00 38,73 11,27
30 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,00 99,81 0,19
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara dan
direhabilitasi
31 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 41,27 41,47 -0,20
dan Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya dipelihara / direhabilitasi
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase potensi sumber 99,98 93,70 6,44
SOSIAL kesejahteraan sosial (PSKS) yang
aktif dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
I. | Pengembangan Potensi Sumber | Persentase Potensi Sumber 99,98 93,70 6,44
Kesejahteraan Sosial Daerah Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
Kabupaten/Kota dibina
32 | Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah TKSK yang dibina 100,00 98,11 1,89
Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
33 | Peningkatan Kemampuan Potensi Laporan hasil monitoring 100,00 77,36 22,64
Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
34 | Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial 100,00 98,75 1,25
Sumber Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
lll. | PROGRAM REHABILITASI Persentase penyandang disabilitas 90,33 85,45 4,88
SOSIAL terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
diluar panti
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J. | Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Penyandang Disabilitas 91,69 85,52 6,17
Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut | terlantar dan gelandangan pengemis
Usia Terlantar, serta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Gelandangan Pengemis di Luar di luar panti
Panti Sosial
35 | Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah Keluarga Anak Terlantar, 85,77 86,82 -1,05
kepada Keluarga Penyandang Lanjut Usia terlantar yang dibimbing
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Jumlah Keluarga Penyandang 94,60 - 94,60
serta Gelandangan Pengemis dan Disabilitas yang dibimbing
Masyarakat
36 | Pemberian Layanan Data dan Laporan masyarakat miskin yang 100,00 84,23 15,77
Pengaduan difasilitasi dalam SLRT
K. | Rehabilitasi Sosial Penyandang Jumlah Penyandang Masalah 65,00 83,49 -18,49
Masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(PMKS) Lainnya Bukan Korban Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar NAPZA yang terpenuhi kebutuhan
Panti Sosial dasarnya di luar panti
37 | Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah Gelandangan Pengemis dan 65,00 83,49 -18,49
kepada Keluarga Penyandang Masyarakat yang dibimbing
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA
IV. | PROGRAM PERLINDUNGAN persentase penerima manfaat 99,97 79,37 20,60
DAN JAMINAN SOSIAL program perlindungan dan jaminan
sosial
L. | Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase keluarga fakir miskin 99,97 79,37 20,60
Cakupan Daerah yang didata dan difasilitasi
Kabupaten/Kota
38 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Jumlah keluarga miskin yang 100,00 90,00 10,00
Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan sosial
39 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Dokumen DTKS 100,00 69,41 30,59
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Laporan hasil monitoring dan evaluasi 100,00 - 100,00
PKH
40 | Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima Manfaat 95,00 89,16 5,84
Kesejahteraan Keluarga (KPM) yang Mendapatkan Bantuan
SosialKesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
V. | PROGRAM PENANGANAN Persentase korban bencana alam 85,04 77,34 7,70
BENCANA dan sosial yang difasilitasi
kebutuhan dasarnya
M. | Perlindungan Sosial Korban Persentase korban bencana alam 85,04 78,18 6,86
Bencana Alam dan Sosial dan sosial yang difasilitasi
Kabupaten/Kota kebutuhan dasarnya
41 | Penyediaan Makanan Persentase korban bencana alam yang 100,00 78,18 21,82
difasilitasi kebutuhan dasarnya
Persentase korban bencana sosial yang 84,72 - 84,72
difasilitasi kebutuhan dasarnya
N. | Penyelenggaraan Pemberdayaan | Persentase Forum Komunikasi 80,00 62,06 17,94
Masyarakat terhadap Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang
Kesiapsiagaan Bencana difasilitasi
Kabupaten/Kota
42 | Koordinasi, Sosialisasi dan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan 80,00 62,06 17,94
Pelaksanaan Taruna Siaga taruna siaga bencana
Bencana
VI. | PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Taman Makam Pahlawan 100,00 93,03 6,97
TAMAN MAKAM PAHLAWAN yang terkelola
O. | Pemeliharaan Taman Makam Persentase Taman Makam Pahlawan 100,00 93,03 6,97
Pahlawan Nasional terpelihara
Kabupaten/Kota
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43 | Pemeliharaan Taman Makam Jumlah sarana dan prasarana Taman 100,00 96,93 3,07
Pahlawan Nasional Makam Pahlawan (TMP) yang
Kabupaten/Kota dipelihara

44 | Pengamanan Taman Makam Jumlah kegiatan peringatan hari-hari 100,00 65,30 34,70
Pahlawan Nasional besar nasional
Kabupaten/Kota

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.10 di atas, maka dapat dilakukan analisis

sebagai berikut:

1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
73,17%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 26,83%.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
37,69%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 62,31 %.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
37,69%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 100%.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
99,91%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,09%.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
77,69%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 22,31%.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedia dana sebesar Rp. 3.931.895.290,00 dengan realisasi sebesar Rp.
3.834.510.487,00 sehingga jumlah dana tidak terserap sebesar Rp. 97.384.803,00.
Rincian masing - masing rekening yang tidak terserap pada Belanja Tidak

Langsung adalah sebagai berikut :

e Gaji Pokok Rp 4.950.066,00
e Tunjangan Keluarga Rp 3.313.590,00
e Tunjangan Jabatan Rp 1.175.500,00

e Tunjangan Fungsional Umum Rp 18.525.263,00
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10.

11.

12.

13.

14.

e Tunjangan Beras Rp 1.765.599,00

e Tunjangan PPh Rp 902.656,00
e Pembulatan Gaji Rp 7.131,00
e Tambahan pengahasilan

Rp 66.744.998,00
berdasarkan beban kerja

Total Rp 97.384.803,00

Hal ini disebabkan oleh realisasi disesuaikan dengan riil yang ada,
pegawai yang pensiun dan cadangan persediaan kenaikan gaji.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran
86,57 %. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 13,43 %.
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran
99,19%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,81%.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran
99,72%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,28%.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran
99,67 %. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,33%.
Rekonsiliasi dan Penyusunan Lapaoran Barang Milik Daerah pada SKPD
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran
99,63%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,37%.
Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran
96,97 % . Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 3,03%.
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran
99,72%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,28%.

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
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Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
95,93%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 4,07 %.

15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneranga Bangunan Kantor
Tingkat realisasi kinerja sebesar 56,94% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
57,50%.

16. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat realisasi kinerja sebesar 95,94% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
95,07%.

17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
96,75%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 3,25%.

18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
89,45%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 10,55%.

19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
86,34%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 13,66%.

20. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
99,93%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,07%.

21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
98,64%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1,39%.

22. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
99,61%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,39%.

23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tingkat realisasi kinerja sebesar 95,45% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
95,47%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,02%.

24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

96,89%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 3,11%.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
92,81%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 7,19%.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
99,28%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,72%.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
72,68 %. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 27,32%.
Pemeliharaan Mebel

Tingkat realisasi kinerja sebesar 50% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
38,73%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 11,27 %.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
99,81%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 0,19%.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.

Tingkat realisasi kinerja sebesar 41,27% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
41,47 %.

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Kabupaten /Kota

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
98,11%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1,89%.

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten /Kota

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
77,36%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 22,64 %.

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
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34.

35.

36.

37.

38.

Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
98,11%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1,89%.

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Tingkat realisasi kinerja sebesar 90,19% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
86,82%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 3,36%.

Pemberiaan Layanan Data dan Pengaduan

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
84,23%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 15,77 %. Efisiensi dana
merupakan sisa belanja dikarenakan pengadaan yang bimtek yang direncanakan
tidak terlaksana, kesalahan penganggaran untuk sewa mobil dan sisa honor
relawan yang mengundurkan diri. Sisa anggaran dialihkan ke sub kegiatan
Pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya.

Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Tingkat realisasi kinerja sebesar 65% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
83,49%.

Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
90,0%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 10%.

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
69,41%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 30,59%.

Adanya peralihan data SIAK dari Kabupaten ke Kemendagri berpengaruh
terhadap pendataan yang baru dimulai bulan Juli sehingga berpengaruh juga
terhadap Jasa tenaga penanganan sosial yang melakukan pendataan (belum semua
daerah terdata).

Tidak adanya PAK (Pengesahan Perbup 4 di bulan November) dan peralihan
pencairan dan Bank ke PT. Pos untuk TW. IV serta batas akhir pencairan di akhir

tahun sehingga menyebabkan tidak terlaksananya Rekon dengan Pendamping
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PKH.

39. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Tingkat realisasi kinerja sebesar 95% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
89,67%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 5,84%.

40. Penyediaan Makanan
Tingkat realisasi kinerja sebesar 92,36% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
78,18%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 14,18%.

41. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Tingkat realisasi kinerja sebesar 80% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
62,06%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 17,94 %.

42. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab /Kota.
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
96,93%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 3,07 %. Efisiensi dana
senilai merupakan selisih harga penawaran kontrak pemeliharaan TMP. Sisa
anggaran dialihkan ke sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota.

43. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota
Tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar
65,30%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 34,70%. Sisa anggaran
dialihkan ke sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance) DINAS SOSIAL Tahun 2022 Pembuatan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2022
ini dapat menggambarkan kinerja DINAS SOSIAL dan Evaluasi terhadap kinerja
yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 DINAS SOSIAL menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran
dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

¢ Tujuan Menurunnya PMKS/PPKS dalam Rangka berkontribusi pada
Penurunan angka kemiskinan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian
kinerja sebesar 69,55% (kategori sedang)

e Tujuan Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja
dengan capaian kinerja sebesar 92,52% (kategori sangat tinggi)

e Sasaran Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS terdiri dari 1
indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 79,68 % (kategori tinggi)

e Sasaran Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari 1 indikator kinerja

dengan capaian kinerja sebesar 60,32% (kategori rendah)
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e Sasaran Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan terdiri dari 1 indikator

kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara

umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.149.056.684 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
12.295.976.302, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran

sebesar 86,90% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 13,10%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS SOSIAL ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran Kinerja DINAS SOSIAL kepada pihak-pihak terkait baik
sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun .
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